5.1

5.2

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan maka penulis dapat menyimpulkan
bahwa maskapai penerbangan dalam mengatur penanganan keterlambatan
penerbangan yang dilakukan oleh Citilink sudah baik sesuai Peraturan
Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2015 Tentang
Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay Management) Pada Badan
Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Di Indonesia, tetapi maskapai Lion
Air belum mengatur menganai penanganan keterlambatan penerbangan.
SARAN

Supaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna jasa
penerbangan, maka kebijakan maskapai penerbangan harus adanya
pengawasan secara langsung yang lebih intensif dari Direktur Jenderal
Perhubungan Udara terhadap Badan Usaha Angkutan Udara yang dapat
secara langsung mengawasi keterlambatan harian dan dilakukannya
pembaharuan dalam pemberian sanksi terhadap Badan Usaha Angkutan
Udara yang tidak sesuai dalam menjalankan penanganan keterlambatan
penerbangan berdasarkan standar operasional prosedur dan formulasi
penilaian sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri

Perhubungan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2015.
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